SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN FRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung biaya
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kediri;

b. bahwa dengan telah ditetapkannyva Keputusan Menteri Dalam Negeri

Menimbang :

o

Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerali Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomeor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

]

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) ;

)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839;;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3848)



5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retnbusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 354,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Kepuiusan Presiden ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

10.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

11.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan

Daerah Tingkat IT ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 2 Tahun 2000 tentang

[
b

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemgrintah Kabupaten

Kedin.

Dengan persefujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIR],

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.
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1)

j- Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpuikan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

K. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawii Negeri
Sipil vang sclanjutnya discbut Penyidik, untuk mencad seria
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ity membuar terang rindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

Tersangkanya.
BAB I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi vsaha Daerah yang
meliputi:
a. Benih/bibit tanaman ;
b. Bibit ternak ;

¢. Benih ikan.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi

Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil
produksi usaha Daerah.



j. Pemeriksaan, adalah  serangkaian Kkegiatan untuk  mencar,
mengumpuikan dan mengeioia data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

k. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil vang sclanjutnya discbut Penvyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan buki  im membuar terang rindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemuk
Tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pagal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas penjnalan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha Daerah vang
meliputi:
a. Benih/bibit tanaman ;
b. Bibit temnak ;

¢. Benih ikan.

(2} Tidak termasuk obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi

Perusahaan Daerah dan pthak swasta,

Pasal 4

Subyek refribusi adalah orang pribadi atau badan yvang membeli hasil

produksi usaha Daerah,



BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi

jasa usaha.
BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil produksi vang
dijual.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada fujuan untuk memperoieh keuntungan vyang pantas
diterima olch pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan

berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Tarf retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi
yang dijual ;
(3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di Daerah atau

sekitamya ;
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BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

(1) Setiap Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPAORD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dangan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya ;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;

(2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X1
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang ferutang harus dilunasi sekaligus :

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.



BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Kepala Daerah  dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan reiribusi | '

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, ke:mganan dan pembebasan retribusi
ditetapkan olch Kepala Dacrah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang fidak melaksanakan kewajibannya schingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
yang ierutang ;

(2) Bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melanggar atau
melalaikan tugasnya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai
Negen Sipil ;

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayai (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Dacrah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melalukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah schagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1R

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diaiur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Kediri.
Disahkan di Kedird
pada tanggal 2 Jumi 2001
BUPATI KEDIRI
Ttd.

Ir. H. SUTRISNO
Diundangkan di  Kedird
pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

Ttd
Ir. H IMAM SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 3/B SERI B

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambﬂ salinan
AL




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncio Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, maka dalam meningkatkan

Pendapatan Asl Daerah guna menunjang penyelengearaan Otonomi Daerah vang huas,
nyata dan bertangung jawab perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemurngutan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAI DEMI PASAT.

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) huruf a angka 3 : Yang dimaksud bibit hortikultura dalam hal

ini adalah bibit mangga dan rambutan.

huruf bdanc : Cukup jelas,
Pasal 9 sampat dengan pasal 19 : Cukup jelas.
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